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Abstrak

Efektivitas hukum sering menjadi pemahaman bahwa ketika suatu aturan sudah
diundangkan, maka aturan tersebut harus efektif. Peneffan ini berupaya meninjau kembali
efektivitas hukum dalam perspektif Filsafat Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian
yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hfffum, yaitu: bahan hukum primer
yang meliputi: Putusan Nomor 91/PUU-XVII1/2020, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja dan UU No. 1 Talin 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, bahan hukum sekunder meliputi: buku, artikel jurnal, serta
website yang befjaitan dengan efektivitas hukum, serta bahan non-hukum terdiri atas
kamus hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
peraturan perundang-undangan, konsep, dan filsafat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dimensi efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hukum harus dimaknai dari dua aspek,
yaitu aspek preventif dan represif untuk dapat mewujudkan efektivitas hukum. Selain itu,
perlu rekonstruksi atas postulat Ignorantia jurist non excusat supaya dibatasi dan
dikecualikan dalam kondisi tertentu
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Reviewing the Effectiveness of Law: A Study of Legal Philosophy
Abstract

The effectiveness of the @#v is often an understanding that when a rule has been
promulgated, then the rule must be effective. Thisggldy seeks to review the effectiveness
of law in the perspective of Legal Philosophy. This research is a juridical-normative
(Fjearch. This study uses legal materialggglamely: primary legal materials which include:
Decision Number 91/PUU-XVEE2020, Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation and
Law no. 1 of 2022 concgghing Financial Relations between the Central Government and
Regional Governments, secondary legal materials include: books, journal articles. and
websites reldgF (o legal effectiveness, as well as non-legal materials consisting of legal
dictionaries. The approach used in this research is the approach to legislation, concepts,
and philosophy. The results of the study indicate that the dimensions of legal effectiveness
in legal socialization efforts must be interpreted from two affjcts, namely preventive and
repressive aspects to be able to realize legal effectiveness. In addition, it is necessary to
reconstruct the postulate of Ignorantia jurist non excusat so that it is limited and excluded
under certain conditions.
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1. PENDAHULUAN

Hukum sebagai salah satu “sarana” manusia untuk mencapai cita-cita bersama
tentunya harus sesuai dgfj relevan dengan kebutuhan manusia. Dalam hal ini, hukum pasti
berkaitan dengan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia.' Sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa
manusia, tentunya hukum yang merupakan “ciptaan” salah satu pihak harus dipahami dan
disebarluaskan kepada pihak lainnya. Pihak yang secara “resmi” mendapatkan legitimasi
dan kewenangan untuk membuat hukum adalah negara. Negara yang hadir sebagai institusi
yang diciptakan masyarakat untuk mejamin keteraturan, meneguhkan hak-hak masyarakat,
serta menjamin perlindungan dan keamanan masyarakat sejatinya diberikan kewenangan
untuk membuat hukum.> Kewenangan negara untuk membuat hukum tersebut tentu
didasarkan bahwa masyarakat telah menyerahkan hak nya untuk membuat hukum kepada
negara. Dengan demikian, atas nama “penyerahan kepercayaan” rakyat kepada negara
maka secara sah negara telah mendapatkan legitimasi untuk membuat hukum. Kewenangan
negara untuk membuat hukum tentu tidak dapat dimaknai bahwa negara secara “bebas”
dan “sesuka hati” membuat hukum.?

Meskipun rakyat telah menyerahkan hak membuat hukum kepada negara, namun
negara tidak boleh membuat hukum dengan seenaknya sendiri. Dalam membuat hukum,
negara dibatasi oleh kehendak dan serta esensi kerakyatan yang tumbuh di masyarakat.!
Dalam hal ini, hukum buatan negara yang tidak sesuai dengan kehendak dan nilai
kerakyatan seyoogyanya adalah cacat hukum. Sehingga, tanpa mencerminkan kehendak
dan nilai kerakyatan yang hidup dan tumbuh di masyarakat hukum yang dibuat oleh negara
akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Salah satu aspek terpenting dalam pembuatan
hukum oleh negara adalah aspek sosialisasi hukum yang diharapkan dapat meningkatkan
cfektivitas hukum itu sendiri.’ Efektivitas hukum menjadi salah satu aspek penting karena
efektivitas hukum dapat menjadi cerminan kepatuhan dan kesadaran hukum di
masyarakat.® Meski begitu, terkadang masyarakat tidak memahami adanya fakta bahwa
hukum telah berubah. Perubahan hukum yang tidak disadari oleh masyarakat kemungkinan
karena sosialisasi hukum yang belum optimal sehingga berkaitan dengan efektivitas hukum
di masyarakat.
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Bahkan, ketidaktahuan hukum masyarakat tidak dapat ditoleransi oleh negara
dengan dalih bahwa, “Setiap masyarakat dianggap tahu akan hukum”.” Postulat “Setiap
masyarakat dianggap tahu akan hukum” tersebut kemudian justru di satu sisi menjadi
“berat sebelah™ karena seoolah-olah negara berhak menindak setiap pelanggar hukum
terlepas apakah suatu hukum telah disosialisasikan secara optimal atau belum. Penelitian
ini berupaya untuk menganalisis terkait aspek efektivitas hukum dalam perspektif Filsafat
Hukum. Perspektif Filsafat Hukum dimaknai sebagai upaya untuk melakukan penggalian,
refleksi serta memberikan pertanyaan kritis atas problematika efektivitas hukum yang
dalam dogmatika hukum lazim dianggap sebi suatu “status quo” dan dianggap sebagai
sesuatu yang secara normal telah terjadi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas,
penelitian ini bertujuan meninjau dimensi efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi
hukum; sekaligus meninjau efektivitas dalam sudut pandang filsafat hukum.

2.METORY

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah
penelitian hukum grge bersifat doktrinal dan memanfaatkan bahan hukum sebagai fokus
dan kajian analisis ® Penelitian ini menggunakan bahan Eum, yaitu: bahan hukum primer
yang meliputi: Putusan Nomor QIKEJU-XVIIIQOZO, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dan UU No. | Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; bahan hukum sekunder sebagaimana
meliputi: buku, artikel jurnal, serta website yang berhubungan dcngarafektivitas hukum;
serta bahan non-hukum terdiri atas kamus hukum. Skema pendekatan dalam penelitian ini
ialah pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan filsafat. Ketiga bahan
hukum tersebut ainventarisir guna memperoleh kajian yang prekriptif secara
komprehensif atas isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian, peneliti
menelaah secara sistematis atas konsep-konsep atau gagasan-ggggsan yang menjadi arah
perspektif peneliti dalam mendapatkan konklusi atas isu hukum yang dikaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
al Efektivitas: Dimensi dan Dinamika dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020,
UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Hukum sebagai salah satu subsistem kemasyarakatan tentunya diharapkan dapat
berlaku dan bekerja di masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. Bekerjanya

hukum dalam masyarakat sejatinya merupakan hal yang sama pentingnya dengan
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bekerjanya hukum di masyarakat diharapkan supaya hukum bekerja sesuai dengan
fungsinya yaitu untuk menghadirkan ketertiban yang adil.'® Dalam menghadirkan
ketertiban yang adil, maka aspek keberlakuan hukum (law in action) menjadi penting
karena dalam aspek inilah hukum membaur dan menyatu dengan masyarakat sebagai lahan
pergulatan hukum untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Urgensi bekerjanya hukum
di masyarakat sejatinya didasarkan pada gagasan bahwa sebagai suatu bidang yang bersifat
normatif, hukum tidak hanya memusatkan perhatiannya pada asas, teori, konsep, serta
putusan pengadilan yang berorientasi pada (law in idea/ law in book). Hukum juga harus
dilihat dalam perspektif paradigm komprehensif, termasuk dalam penerapan hukum di
masyarakat (law in action). Dalam hal ini, atas perspektif Lawrence M. Friedman
menyatakan bahwa sistem hukum diharuskan untuk memenuhi tiga unsur agar law in book
dengan law in action berlangsung secara koheren

Tiga elemen sistem hukum dalam perspektif Lawrence M. Friedman'' meliputi:
substansi hukum, struktur hukum, dan budaya huEn. Substansi hukum meliputi kaidah
hukum yang bersifat normatif-preskriptif seperti peraturan perundang-undangan hingga
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Struktur hukum meliputi aparatur
penegak hukum yang terdiri dari institusi-institusi penegak hukum sesuai dengan tugas dan
kewenangannya. Budaya hukum merupakan aspek yang bersifat internal masyarakat, yaitu
meliputi kesadaran dan pemahaman kolektif masyarakat atas suatu hukum sehingga hukum
dilaksanakan dalam kehidupan se-hari-hari sebagai bagian dari rutinitas kegiatan di
masyarakat. Oleh karenw, berdasarkan perspektif dari Lawrence M. Friedman, sistem
hukum yang baik adalah sistegghukum yang mampu mewujudkan substansi, struktur, dan
budaya hukum yang optimal. Sistem hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Lawrence
M. Friedman sejatinya berkaitan dengan keberlakukan hukum di masyarakat. Dalam hal
ini, tidak optimalnya salah satu unsur dalam sistem hukum dapat mempengaruhi
keberlakuan hukum di masyarakat. Dengan demikian, maka keberlakuan hukum di
masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum secara internal yang dalam istilah
Lawrence M. Friedman disebut sebagai substansi hukum (legal substance). Keberlakuan
hukum di masyarakat juga memerlukan struktur hukum dan budaya hukum sehingga dalam
keberlakuannya hukum memerlukan bantuan dari berbagai aspek dalam mewujudkan
tujuannya.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Talcott Person dalam teori sibernetika
yang menegaskan bahwa hukum sebagai salah satu subsistem kemasyarakatan,'? tentunya
tidak dapat berlaku secara mandiri di masyarakat dan membutuhkan subsistem
kemasyarakatan lainnya untuk membuat hukum berlaku secara optimal di masyarakat.
Teori sibernetika Talcott Person menegaskan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat

UJests Vega, “Legal Philosophy as Practical Philosophy,” Revus, no. 34 (June 10, 2018): 57-68,
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berkaitan dengan empat subsistem kemasyarakatan lainnya, yaitu: politik, sosial, budaya,
dan ckonomi. Dengan demikian, mengabaikan salah satu dari empat subsistem
kemasyarakatan sebagaimana yang dinyatakan oleh Talcott Parson tentu berakibat pada
bekerjanya hukum. Hubungan hukum dengan subsistem kemasyarakatan seperti subsistem
sosial, politik, budaya, dan ekonomi sebagaimana yang digambarkan oleh Talcott Person
menunjukkan bahwa hukum memiliki kedudukan yang penting dan memiliki dampak yang
signifiikan dalam menunjang keberlakuan subsistem kemasyarakatan lainnya. Dalam hal
ini, Harry C. Bredemeier mendudukan hukum sebagai integrative mechanism."

Hukum sebagaimana rangkaian integrasi dalam perspektif Harry C. Bredemeier,
ditegaskan bila hukum berpengaruh sekaligus menjadi salah satu aspek terpenting dalam
masing-masing subsistem kemasyarakatan. Dalam hal ini, bukan hanya keberlakuan
hukum yang ditentukan oleh pengaruh dari subsistem kemasyarakatan, tetapi subsistem
kemasyarakatan tersebut juga akan optimal di masyarakat apabila mendasarkan dan
memperhatikan hukum sebagai pemandu perilaku dan aktivitas subsistem kemasyarakatan.
Maka dari itu, salah faset dalam hukum ialah efektivitas hukum di masyarakat dan dalam
hal ini juga berkelindan dengan bekerjanya subsistem kemasyarakatan lainnya. Aspek
terpenting dalam memastikan keberlakuan hukum di masyarakat adalah dengan
mengetahui dan mengidentifikasi efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat.
@ktivitas hukum di masyarakat dapat menjadi indikator untuk menilai apakah terjadi
kesenjangan antara law in book dengan law in society or action. Jika tingkat efektivitas
hukum di masyarakat baik dan tinggi, maka huk dapat dikatakan telah berlaku secara
menyeluruh dan simultan, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara law in book dengan
law in gryiety. Akan tetapi, jika efektivitas hukum di masyarakat cenderung rendah, maka
terjadi kesenjangan antara law in book dengan law in society serta berdampak pada tidak
terpenuhinya suatu tujuan dari aturan hukum.

Efektivitas hukum sejatinya menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki,
cita-cita, harapan, dan kerangka teleologis yang diharapkan bukan hanya bersifat mengatur
masyarakat, tetapi juga untuk menuntun masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik
dalam bingkai subsistem kemasyarakatan.'"* Meski begitu, dalam menentukan efektivitas
hukum di masyarakat terdapat dua pandangan yang secara umum dapat digolongkan
sebagai efektivitas hukum restriktif maupun efektivitas hukum eckstensit. Efektivitas
hukum restriktif sejatinya memakan suatu bentuk efektivitas hukum yang hanya
mendasarkan pada efektivitas peraturan perundang-undangan di masyarakat. Hal ini
sebagaimana disampaikan oleh C.G Howard dan R.S. Mumners®
efektivitas suatu hukum di masyarakat hanya dapat dilihat serta dianalisis pada produk

bahwa dimensi
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https://doi.org/10.24114/jupiis v1012.11438.




hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Karena hanya mendasarkan pada
efektivitas hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, maka gagasan C.G
Howard dan R.S. Mumners dapat dikatakan sebagai kajian efektivitas hukum secara
restriktif, karena mempersempit makna dan pengertian hukum sebatas pada hukum positif
atau peraturan pemldang-undangan.

Gagasan C.G Howard dan R.S. Mumners yang hanya berkaitan dengan aspek
efektivitas peraturan perundang-undangan memiliki 10 landasan analisis'® untuk menilai
apakah suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan efektif di masyarakat, yaitu: (a)
relevansi suatu peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan masyarakat. Hukum
disebut efektif apabila pembuatan suatu peraturan perundang-undangan merupakan
kristalisasi dari keinginan dan kebutuhan masyarakat, (b) rumusan yang tegas dan jelas dari
peraturan perundang-undangan sehingga dapat ﬂpahamj dan dilaksanakan oleh
masyarakat, (c) adanya sosialisasi secara berkala atas suatu peraturan perundang-undangan
yang akan berlaku di masyarakat, (d) penegasan sifat melarang dari hukum. Hal ini karena
sifat hukum yang melarang lebih mua dilaksanakan oleh masyarakat daripada sifat
mengharuskan dari hukum, (e) Sanksi suatu peraturan perundang-undangan harus tegas,
jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat, (f) berat-ringannya suatu sanksi dalam
peraturan perundang-undangan harus bersifat seimbang dengan kesalahannya serta tidak
bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, (g) institusinegak hukum dimungkinkan
untuk selalu menegakkan serta memproses pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan ¥e ada, (h) adanya norma moral yang dipatuhi, ditaati, serta berlaku di
masyarakat diakui dan diterapkan dalam peraturan perundang-undangan, (i) profegfgnalitas
aparat penegak hukum dalam memproses memproses pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan, dan (j) peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di
masyarakat juga perlu memperhatikan ak sosio-ekonomi masyarakat setempat.

Sepuluh Iﬂlasan analisis dari C.G Howard dan R.S. Mumners dalam melihat
efektivitas suatu peraturan perundang-undangsecara singkat dapat diringkas menjadi
empat aspek, yaitu: (i) aspek institusi pembuat peraturan perundang-undangan. Dalam hal
ini, perlu dilihat apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan
kewenangan dari institusi pembentuk peraturan perundang-unmgan serta adakan
penelitian awal maupun sosialisasi hukum dari institusi pembuat peraturan pﬁldang-
undangan sebelum peraturan perundang-undangan disahkan, (ii) substansi peraturan
perundang-undangan selain harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan
juga tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan moralitas yang diakui oleh
masyarakat, (iii) mekanisme atau prosedur bagaimana substansi peraturan perundang-
undangan diun dan disahkan untuk masyarakat, serta (iv) proses pembentukan dan
penyusunan peraturan perlmang-undangan. Dalam hal ini perlu dilihat apakah suatu
proses pembentukan dan penyusungn peraturan perundang-undangan sesuai dengan
mekanisme yang mengatur terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika
mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan disimpangi atau dilanggar, maka

&8 1uhammad Fadli Fatmawati Rahmat, “Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan Lahan Di Indonesia,”
Legislasi Indonesia 13, no. 1 (2016): 85-96.




perlu adanya kecurigaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mencoba ‘menyelundupkan’
peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Meski begitu, menugsy Achmad Ali, efektivitas hukum yang direduksi hanya
berupa efektivitas terhadap hukum positit dalam hal ini peraturan perundang-undangan
adalah tigfgk tepat karena sejatinya hukum tidak bisa direduksi hanya berupa aturan tertulis
G:rupa peraturan perundang-undangan.'” Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh
Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak dapat direduksi hanya sebagai bangunan hukum
positif, hukum harus didudukkan sebagai kerangka ide, kultur masyarakat, serta cita hukum
bangsa sebagai landasan filosofis berlakunya suatu hukum.' Oleh karena itu, selain
melihat efektivitas keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan beserta faktor yang
mempengaruhinya, perlu juga melihat ketaatan hukum masyarakat serta berbagai faktor
yang mempengaruhinya, sehingga membutuhkan kajian berupa efektivitas hukum secara
ekstensif yang tidak hanya berkutat pada peraturan perundang-undangan. Istilah efektivitas
hukum secara ekstensif sejatinya hanya untuk menunjukkan bahwa yang dikaji dalam suatu
efektivitas hukum bukan hanya efektivitas peraturan perundang-undangan saja, tetapi
termasuk juga mengkaji ketaatan hukum di masyarakat sekaligus faktor-faktor yang
berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat.

Dalam hal ini, efektivitas hukum secara ekstensif sebagaimana yang digambarkan
oleh Soerjono Soekanto!” dapat terpenuhi dengan merujuk pada lima faktor, yaitu: (i)
faktor peraturan perﬂang-undangan (hukum positif). Dalam hal ini perlu dilihat serta
dianﬁis efektivitas suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disampaikan
oleh C.G Howard dan R.S. Mumners, (ii) faktor penegak hukum yang meliputi pihak-pihak
yang membuat, menegakkan, serta pihak-pihak yang turut serta membuat suatu peraturan
perundang-undangan dirumuskan, (iii) faktor sarana dan prasarana yang berkaitan dengan
efektivitas hukum. Meski terkadang dianggap bukan sebagai faktor terpenting dalam
melihat efektivitas hukum, namun faktor sarana dan prasarana juga memberi andil terhadap
keberlakuan dan efektivitas hukum di masyarakat, (iv) faktor lingkungan dan masyarakat
di mana hukum itu diterapkan. Faktor lingkungan dan masyarakat menjadi penting dalam
menganalisis suatu efektivitas hukum dikarenakan faktor lingkungan dan masyarakat
berupaya melihat landasan sosiologis serta teleologis dalam suatu pemberlakuan hukum,
(v) faktor kebudayaan di masyarakat. Hal ini penting untuk melihat apakah suatu hukum
yang akan maupun telah diberlakukan sesuai atau tidak terhadap kebudayaan masyarakat.
Jika suatu hukum dibuat dengan tidak memperhatikan aspek kebudayaan di masyarakat,
maka masyarakat dapat bersikap resisten terhadap hukum yang diberlakukan dan
berpotensi mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat.

17 Achmad Ali, Menguamtbir Hukum, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2015).
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(2020): 1-1E5)
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Achmad Ali*® menegaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh dua
perspektif, yaitu perspektif individu dan perspektif organisatoris. Perspektif individu
memandang bahwa efektivitas suatu hukum berkaitan dengan ketaatan pribadi terhadap
hukum. Dalam perspektif individu, terdapat dua faktor yang menentukan ketaatan individu
terhadap suatu hukum, vyaitu faktor individual yang memiliki sifat objektif seperti
pendidikan, usia, gender, pekerjaan, serta latar belakang sosial. faktor individual yang
memiliki sifat objektif ini berkaitan dengan keterkaitan antara individu dengan
lingkungannya. Faktor selanjutnya adalah faktor individual yang bersifat subjektif, yaitu
tergantung dan berkaitan dengan subjektivitas individu masing-masing seperti pola pikir
masing-masing individu, keyakinan individu, serta perasaan individu atas diberlakukannya
suatu hukum. Perspektif organisatoris melihat efektivitas hukum berdasarkan pada institusi
yang berwenang dalam membuat dan memberlakukan hukum. Dalam perspektif
organisatoris, ada tiga aspek yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu: urgensi
dibuatnya hukum, pihak-pihak yang menggagaskan terbentuknya hukum (termasuk motif
pembuatannya), serta dampak pemberlakuan hukum bagi masyarakat.Perspektif individu
dan perspektif organisatoris atas efektivitas suatu hukum juga berkaitan dengan dua prinsip
dalam relasi antara hukum dan masyarakat.

Dua prinsip relasi tersebut, yaitu: (i) prinsip pasif-dinamis. Prinsip ini menegaskan
bahwa keberlakuan suatu hukum sejatinya untuk memenuhi kebutuhan sosial di
masyarakat yang kian berkembang. Hal ini didasarkan pada postulat “Het rechts hink
achter de feiten™*' bahwa sejatinya hukum akan sekalu tertinggal dengan perkembangan
masyarakat. Karena selalu tertinggal dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat
tersebut, maka hukum diberlakukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan perkembangan
masyarakat. Dalam hal ini, istilah pasif-dinamis dimaknai bahwa yang bersifat pasif adalah
masyarakat karena masyarakat hanya melaksanakan perkembangan sosial yang telah
dijalani sedangkan hukum berupaya aktif untuk memenuhi tuntutan perkembangan
masyarakat. Oleh karena itu, prinsip pasif-dinamis dipahami sebagai hukum dibuat
demikian karena masyarakat berbuat demikian. (ii) Prinsip actief-ourzakelijk. Prinsip ini
menegaskan bahwa masyarakat bertindak dan berbuat karena menuruti perintah dari
hukum. Dalam hal ini, hukum terlebih dahulu ada dan diberlakukan baru masyarakat
menyesuaikan perilakunya terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, prinsip actief-
ourzakelijk berorientasi bahwa masyarakat berbuat demikian karena hukum mengatur
demikian.

Dimensi efektivitas hukum dalam hukum positif di Indonesia selalu mensyaratkan
adanya sosialisasi atas terbitnya suatu aturan baru. Hal ini dibuktikan dengan adanya berita
negara serta lembaran negara sebagai bagian dari aspek administratif instrumen hukum,
khususnya peraturan tertulisPada era penjajahan, lembaga negara seringkali disebut

2 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang
(Le'sprudence) Volume 1 Pemahaman Awal, 7th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).
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sebagai staatsblad; atau Het Staatsblad van Indonesie. Berita negara merupakan
penomoran secara berkala terhadap suatu instrumen hukum yang memiliki hubungan
seperti peraturan perundangan, kebijakan, pengumuman, dan hahaha tekstual lainnya
sebagaimana diterbitkan oleh otoritas setempat sebagai bentuk publikasi. Sedangkan,
penjelasan terkait peraturan yang terdapat dalam Lembaran Negara juga terdapat dalam
Tambahan Lembaran Negara. Secara fungsional, Tambahan Lembaran Negara tidak

beda dengan Lembaran Negara yang berfungsi sebagai sarana publikasi.?> Selain
Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, juga terdapat Berita Negara. Berita
negara merupakan saluran yang berasal dari pemerintah sebagaimana menjadi saluran
resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Lumrahnya, saluran tersebut dimanfaatkan oleh
pemerintah guna memberikan informasi atau sebuah pengumuman terhadap adanya
perubahan atau terbitnya suatu peraturan atau pengumuman resmi dari negara.

Selain itu, publikasi suatu peraturan juga berfungsi sebagai®®: (i) Saluran untuk
menyebarluaskan -khususnya naskah-naskah instrumen hukum- hal-m sebagaimana yang
diterbitkan oleh pemerintah dalam tataran Pusat, seperti halnya peraturan perundang-
undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan lainnya; (ii) Saluran
yang mewadahi masyarakat untuk berpartisipasi guna membuat suatu instrumen hukum
yang partisipatif; dan (iii) Saluran untuk mengawasi hahaha sebagaimana yang telah
dikerjakan oleh para legislatif dalam menyelesaikan atau mencapai target-target tertentu
sebagaimana yang telah di rancang atau didasarkan atas suatu peraturan. Penyebarluasan
adanya suatu instrumen hukum sebagaimana yang diterbitkan oleh pemerintah adalah
langkah prinsipil dan fundamental sebagai bagian dari mekanisme legislasi pasca adanya
pengundangan. Hal tersebut ada laly(ah proaktif pemerintah sebagaimana bertujuan an
agar masyarakat mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan. Penyebarluasan
tentu berbeda dengan tahap pengundangan yang menjadi tahap formalisasi snatu rancangan
peraturan perundang-undangan sebagaimana memberikan kedudukan dan mengesahkan
sekaligus memberikan legitimasi melalui penetapan lembaran negara* Di B'si lain,
penyebarluasan publikasi peraturan perundang-undangan adalah implementasi dari asas
hukum sebagaimana menyatakan bahwa setiap orang diakui mengetahui tentang suatu
hukum atau peraturan perundang-undangan; sehingga, bilamana masyarakat mengalami
ketidaktahuan atas hukum, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil pembelaan
dari pada suatu pclanggarwang telah dilakukan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan telah mengatur mengenai proses pe:ngurangan.25 Lebih lanjut, Perpres 87/2014
juga mengatur mengenai publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Terkait
dengan tugas dan kewenangan lembaga, Sekretariat Negara dan Sekretariat kabinet

22 Helen Xanthaki, “Legislative Drafting: A New Sub-Discipline of Law Is Born,” IALS Student Law Review
1L,EB) 1 (2017): 57-62.
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melaksanakan penyebarluasan oleh sebab telah menjadi kaitan atas fungsi serta
kewajibannya melalui rangkaian penetapan serta pengesahan peraturan perundang-
undangan oleh Presiden; sedangkan DJPP melaksanakan aplikasi oleh sebab berhubungan
atas dasar peran dari DJPP itgendiri sebagaimana melaksanakan pengundangan dari suatu
peraturan undang-undanga. Objek yang disampaikan dalam dua sistem publikasi online
tersebut sama. Di satu sisi, peraturan yang disahkan atau ditetapkan Presiden, yaitu UU,
PP, dan Prepres, melalui proses pengundangan sehingga publikasinya akan dilakukan oleh
DJPP. Di sisi lain, Setneg dan Setkab pun akan melakukan publikasi tersebut melalui
sistem informasi peraturan perundang-undangan yang berbasis internet.

Pada era digital saat ini@:nycbarluasan produk hukum resmi dilaksanakan melalui
fitur khusus laman website dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan,
Kementerian Setnewan Kementerian atau Lembaga; hal tersebut didasarkan atas
implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ﬂentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden No. 76
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Meskipun telah diubah, namun penyediaan akses produk
hukum menimblﬁan persoalan pula, sebagaimana salah satu persoalannya adalah dengan
@ndangkannya Undang-Undang dengan metode omnibus law atau omnibus bill > Metode
omnibus law atau omnibus bill mcrupakanﬂ:todc pembentukan peraturan perundang-
undangan yang bersifat multi-statute artinya antara satu Undang-Undang dengan Undang-
Undang yang lain dapat saling terkait. Saling terkait dalam hal ini juga terjadi suatu
Undang-Undang merevisi, membﬂkan, hingga mengganti lebih dari satu Undang-
Undang. Contohnya adalah UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
UU Cipta Kerja yang merupakan satu Undang-Undang kemudian merevisi lebih dari 70
Undang-Undang yang secara substansi terkait dengan UU Cipta Kerja.”’

Belum lagi, dalam UU Cipta Kerja juga memberikan penegasan terkait peraturan
delegasi atau pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP). Lebih lanjut, ketika
beberapa Peraturan Pemelntah (PP) masih disosialisasikan dan disusun, Mahkamah
Konstitusi melalui Putusan Nalor 91/PUU-XVII/2020 pada Kamis, 25 November 2021,
Jjudicial review (JR) terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(UU No. 11/2020) yang diajukan oleh enam Pemohon.?® Hal ini tertuang dalam amar
putusannya yang mea/atakan dua hal. pertama, UU No. 11/2020 secara formil
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD NRI 1945) dan kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

6 Wildan Sany Prasetiya Hendra Sukarman, “Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law,” Jurnal
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dinyatakan inkonstitusionalitas bersyarat sehingga dalam umu maksimal dua tahun harus
diadakan perubahan supaya sesuaiﬂ:nga_n aspek formil dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan. Terlebih lagi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentgye Cipta
Kerja yang mengubah lebih dari 70 Undang-Undang kemalian sebagian substansi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah dengan UU No. 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah lebih dari 70
Undang-Undang besertgggperaturan pelaksananya sejatinya telah membuat kebingungan
masyarakat. Belum lagi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91!PUU-WIIU202O yang
telah menegaskan adanya status inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal ini pp diperparah dengan diubahnya lagi sebagian substansi dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal inilah yang
kemudian menimbulkan kompleksitas kebingungan di masyarakat. Masyarakat umum
bahkan lembaga (Epng menyosialisasikan hukum menjadi bingung bagaimana
menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Ta]m 2020 tentang Cipta Kerja yang
setelah menubah banyak Undan@ndang kemudian substansi Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian di atas,
dimensi efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hulnn harus dimaknai dari dua aspek,
yaitu aspek preventif, evektivitas hukum terlihat dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan. Jika pembentukan seperti UU Cipta Kerja yang kemudian diubah lagi tentu hal
ini membuat kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, ke depan perencanaan
pembentukan peraturan perundang-undangan harus secara presisi karena juga berkaitan
dengan efektivitasnya. Selanjutnya dalam aspek represif bahwa penggunaan metode
omnibus law harus disertai dengan ﬁan dan kebutuhan hukum. Seyogyanya, ke depan
terdapat syarat-syarat atau parameter pembentukan peraturan perundang-undangan dengan
metode omnibus law supaya jika suatu Undang-Undang dipaksakan dibentuk dengan
metode omnibus law tetapi tidak memiliki relevansi hukum, maka secara formil hal
tersebut membuat suatu Undang-Undang tersebut menjadi cacat formil

3.2 Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum:ﬁuatu Tinjauan

Fenomena kebingungan hukum masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah lebih dari 70 Undang-Undang beserta
gpraturan pelaksananya sejatinya telah membuat kebingungan masyarakat. Belum lagi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91.-’PU“XVIIU2020 yang telah menegaskan
adanya status inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Hal ini puadiperparah dengan diubahnya lagi sebagian substansi
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan UU No. 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Hal inilah yang kemudian menimbulkan kompleksitas kebingungan di masyarakat.




Masyarakat umum bahkan lmjaga yang menyosialisasikan hukum menjadi bingung
bagaimana menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 TahWOZO tentang Cipta Kerja
yang setelah menubah banyak Undang-Uaiang kemudian substansi Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut
sejatinya memiliki implikasi dalam tinjauan Filsatat Hukum. Dalam Filsafat Hukum suatu
peraturan setidaknya akan efektif apabila: substansinya sesuai dengan kehendak
masyarakat (bukan sesuatu yang asing), teratur baik dalam penyusunan maupun sosialisasi,
serta mudah dan dapat dilaksanakan/ditegakkan.?®

Mengacu tiga syarat peraturan yang akan efektif tersebut, penulis berpendapat
bahwa terkait syarat pertama yaitu substansinya sesuai dengan kehendak masyarakat
(bukannesuatu yang asing) sudah tidak terpenuhi. Hal ini dilihat dari gejolak masyarakat
terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta secara substansial
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur hal-hal baru serta
ditambah dengan adanya aturan pelaksanaan. Hal ini jelas secara substansi akan
membingungkan masyarakat. Leﬁh lanjut, terkait syarat kedua yaitu teratur baik dalam
penyusunan maupun sosialisasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202(pgentang
Cipta Kerja syarat kedua sejatinya juga tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja e mengubah lebih dari 70 Undang-
Undang kemudian diubah lagi sebagian susbtansinya dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini
mempertegasgpjahwa sejatinya terdapat perencanaan yang kurang matang terkait
penggunaan metode ommibus law serta pembentukan Undang-Undang yang belum
terencana dan teratur. Selanjutnya terw syarat ketiga yaitu serta mudah dan dapat
dilaksanakan/ditegakkan hal ini terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja juga tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja senliri terdapat beberapa peraturan pelaksana yang belum
terbentuk tetapi di sisi lain status Undang-Undang Nomor 11 Tahun 0 tentang Cipta
Kerja adalah inkonstitusional bersyarat dan kemudian disusul dengan ®engan UU No. 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemer'mh Pusat dan Pemerintah Daerah.

Terkait status inkonstitusional bersyarat terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja telah terdapat beberapa peraturan pelaksana yang tidak dapat
dilaksanakan sebagai akib@ hukum atas status inkonstitusional bersyarat. Hal ini
diperparah dengan hadirnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Euangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpotensi tidak efektif serta Jum akan
menimbulkan kebingungan di masyarakat. Terkait dengan ketidakefektifan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di atas, secara umum dalam Filsafat
Hukum perlu dikaji yaitu terkait postulat hukum yang menyatakan, “Presumptio iures de

2 Mika Viljanen, “Actor-Network Theory Contract Theory,” European Review of Contract Law 16, no. 1
(2020): 3.




iure” artinya tanpa terkecuali setiap orang dianggap tahu hukum.*® Lebih lanjut, adagium
w(um lain yang menjelaskan hal ini yaitu, “Ignorantia jurist non excusat” yang artinya
ketidaktahuan hukum tidak dapat dimaafkan. Lebih larg, adagium ini secara lengkap
berbunyi, “Ignorantia excusatur non juris sed facti” yang artinya ketidaktahuan akan fakta-
fakta dapat dimaafkan tetapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum. Menjadi
pertanggan dalam Filsafat Hukum adalah apakah postulat dan adagium hukum tersebut
dapat diterapkan dalam kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yang sejatinya dapat dikatakan tidak efektift dan menimbulkan kebingungan di
masyarakat?.

Terkait dengan postulat dan adagium hukum tersebut penulis berpendapat bahwa
sejatinya postulat “Ignorantia jurist non excusat” tidaklah berlaku mutlak. Hal ini
seyogyanya dibatasi oleh asas hukum yang men}mkan bahwa, “Lex neminem cigit ad
impossibilia” yang bermakna bahwa hukum tidak memaksgkan sescorang untuk
melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.*' Dalam kasus Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat banyaknya peraturan pelakm]a, status
inkonstitusional bersyarat, serta sebagian substansi diubah melalui UU No. 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah
menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cim Kerja berpotensi
menimbulkan kebingungan di masyarakat serta sulit dilaksanakan. Dalam hal ini, jika
terdapat aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang
bersifat prosedural dan tidak dipahami oleh masyarakat tentu postulat “Ignorantia jurist
non excusar” tidaklah berlaku mutlak. Alangkah tidak adlilnya ketika masyarakat harus
memahami aturan yang sulit dipahami?. Dalam hal inilah sejatinya postulat “Ignorantia
jurist non excusat” dapwlibatasi oleh asas “Lex neminem cigit ad impossibilia” yang
bermakna bahwa hukum tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak
mungkin dilgkukan. Secara teknis, asas tersebut mengamanatkan bahwa dalam
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya terkait
dengan aturan yang sifatnya prosedural dan belum dipahami oleh masyarakat alangkah
lebih baiknya untuk ditunda terlebih dahulu keberlakuannya sambil menunggu dilakukan
sosialisasi secara optimal.

Selain itu, perlu juga adanya pngecualia_n bagi masyarakat yang terbukti
melanggar aturan yang sifatnya prosedural dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja untuk tidak mendapatkan sanksi hukum dan cukup sanksi administrasi
berupa peringatan. Hal ini untuk mempertegas bahwa masyarakat tidak mungkin disuruh
memahami aturan yang sulit dilaksanakan pelaksanaannya. Dengan demikian, penulis
berpendapat bahwa postulat “Ignorantia jurist non excusat™ dapat dibsi oleh asas “Lex
neminem cigit ad impossibilia” yang bermakna bahwa hukum tidak memaksakan
seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Tentunya, asas “Lex

3 Aufi Qonitatus Syahida Radith Prawira Adriadi, Shandy Aditya Pratama, “Perubahan Pengaturan Pendirian
Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang
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3 Team (@Law Times, “Lex Non Cogit Ad Impossibilia” (lawtimesjournal.in, 2019).




neminem cigit ad impossibilia” harus diberikan parameter yang jelas dan tegas, yaitu
substansinya sesuai dengan kehendak masyarakat (bukan sesuatu yang asing), teratur baik
dalam penyusunan maupun sosialisasi, serta mudah dan dapat dilaksanakan/ditegakkan.
Berdasarkan uraian di atas, upaya meninjau efektivitas hukum dalam perspektif Filsafat
Hukum sejatinya tidaklah harus dipahami dengan menerapkan postulat “Ignorantia jurist
non excusat” secara langsung dengan “menganggap” semua orang tahu dan paham hukum.
Postulat “Ignorantia jurist non excusatr” harus dibatasi oleh asas “Lex neminem cigit ad
impossibilia” dengan tiga parameter, yaitu: substansinya sesuai dengan kehendak
masyarakat (bukan sesuatu yang asing), teratur baik dalam penyusunan maupun sosialisasi,
serta mudah dan dapat dilaksanakan/ditegakkan

. PENUTUP

Dimensi efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hukum n:us dimaknai dari dua
aspek, yaitu aspek preventif, evektivitas hukum terlihat dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan. Jika pembentukan seperti UU Cipta Kerja yang kemudian diubah
lagi tentu hal ini membuat kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, ke depan
perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan harus secara presisi karena juga
berkaitan dengan efektivitasnya. Selanjutnya dalam aspek represif bahwa penggunaan
metode omnibus law harus disertai dengan ﬁan dan kebutuhan hukum. Seyogyanya, ke
depan terdapat syarat-syarat atau parameter pembentukan peraturan perundang-undangan
dengan metode omnibus law supaya jika suatu Undang-Undang dipaksakan dibentuk
dengan metode omnibus law tetapi tidak memiliki relevansi hukum, maka secara formil hal
tersebut membuat suatu Undang-Undang tersebut menjadi cacat formil. Upaya meninjau
efektivitas hukum dalam perspektif Filsafat Hukum sejatinya tidaklah harus dipahami
dengan menerapkan postulat “Ignorantia jurist non excusat” secara langsung dengan
“menganggap” semua orang tahu dan paham hukum. Postulat “Ignorantia jurist non
excusat” harus dibatasi oleh asas “Lex neminem cigit ad impossibilia” dengan tiga
parameter, yaitu: substansinya sesuai dengan kehendak masyarakat (bukan sesuatu yang
asing), teratur baik dalam penyusunan maupun sosialisasi, serta mudah dan dapat
dilaksanakan/ditegakkan.
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